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A. Konsep Kekuasaan politik

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok
manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok
lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan
keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi
kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-
akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”.

Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau
kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa
menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum,
mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.

Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya
dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan
eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana
mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan
legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan
perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c)

kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang
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didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin law enforcement/

pelaksanaan hukum.?

Unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian
kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam
menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti,dipelajari, karena
saling terkait didalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah
pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi.

Perhatikan gambar berikut:

[ Pemimpin

Pengikut \T Situasi ]

Dari gambar tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Pemimpin,
sebagai pemilik kekuasaan, bisa mempengaruhi pengikutnya. Bahkan
menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator
pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak
rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin,
bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk
mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya.
Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, merekayasa situasi. Akan
tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin

bisa mujur, bisa untung dan karena situasi itu pula sang pemimpin pada
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akhirnya akan jatuh dan menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri.
Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam
memperhitungkan situasi yang diciptakannya.

Dari gerak tiga komponen diatas, maka kekuasaan juga
mempunyai unsur influence, yakni menyakinkan sambil beragumentasi,
sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur
persuation, yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara
sosialisasi atau persuasi (bujukan atau rayuan) baik yang positif maupun
negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa
berakibat pada unsur coersion, yang berarti mengambil tindakan desakan,
kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur force atau kekuatan
massa, termasuk dengan kekuatan militer.> Dengan begitu penjelasan
tentang kekuasaan diatas para kandidat bisa menggunakan tiga komponen
yaitu diantara influence, persuation, dan coercion.

Dalam kekuasaan ini, menggunakan teori kekuasaan Max Weber
dan teori fungsional struktural talcoot parsons. weber mendefinisikan
kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan
orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya.* Politik
demikian dapat kita simpulkan pada instansi pertama berkenaan dengan

pertarungan untuk kekuasaan.’
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Max weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang manusia
yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang
dimaksudkannya dengan wewenang (authority) adalah kemampuan untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota—
anggota masyarakat.® Jenis authority yang disebutnya dengan rational
legal authority sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang
didalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikianini
dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang
berkuasa merupakan haknya.’

Dalam politik kekuasaan diperlukan untuk mendukung dan
menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat.
Keterkaitan logis antara politik dan kekuasaan menjadikan setiap
pembahasan tentang politik, selalu melibatkan kekuasaannya didalamnya.
Itulah sebabnya membahas sekularisasi kekuasaan. Sekularisasi politik
secara implisit bertujuan untuk mendesakralisasi kekuasaan untuk tidak
dilegimitasi sebagai sesuatu yang bersifat sakral atau suci. Kekuasaan
sebagai aktivitas politik harus dipahami sebagai kegiatan manusiawi yang
diraih, dipertahankan sekaligus direproduksikan secara terus menerus.?

Kekuasaan (power) digambarkan dengan berbagai cara kekuasaan

diartikan sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang—orang

®Hotman siahaan, Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi (Jakarta : Penerbit
Erlangga, 1986 hal 201

‘George Ritzer & Douglad J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta :
Kencana, 2007) hal, 37

%0p.cit teologi politik gus dur hal.169



lain sesuai dengan tujuan—tujuan sang actor.’ Politik tanpa kegunaan
kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian
politik yang berbeda—beda, apabila hendak diwujudkan dan dilaksanakan
suatu kebijakan pemerintah, maka usaha mempengaruhi tingkah laku
orang lain dengan pertimbangan yang baik.’® Kekuasaan senantiasa ada
didalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar
dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi
rata kepada semua anggota masyarakat. ™

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau
mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini
berhubungan dengan agency, bahawa hal itu untuk kemampuan seseorang
melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan
yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada
proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini
merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus
mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap

sebagai wewenang.*?

hal, 265
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B. Konsep Kekuatan Politik

Pada masa orde baru, ketika ideologi developmentalisme menjadi
pilihan paradigma pembangunan orde baru, ironisnya konsep ini bukan
sepenuhnya produk elit negara melainkan hasil kontruksi kekuatan kapital
global.® Sebagai akibatnya, produk-produk kebijakan publik dan program
pembangunan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga demokrasi pada
masa orde baru tidak lain suara dari para wakil rakyat yang dibawah
kontrol dan untuk kepentingan lembaga birokrasi, militer, presiden dan
kroni-kroninya. Kekuatan eksekutif birokrasi menjadi representasi
kekuatan negara sebagai agen kapitalisme global. Implikasinya , strategi
pertumbuhan ekonomi pada masa orde baru dengan prinsip triccle down
effect atau menetes kebawah, justru mengalirkan hasil pembangunan itu ke
rezim orde baru sendiri. Rakyat yang sudah tertindas oleh represi politik
pun menjadi lebih tertindas secara ekonomi politik.**

Kekuatan politik dimanapun di atas dunia selalu mencerminkan
masalah-masalah mendalam kesejarahan dan struktural di mana kekuatan-
kekuatan politik itu tumbuh, berkembang dan melakukan peranan.
Menurut Hannah Arendt Kekuatan (strength) merupakan sifat atau
karakter yang di miliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri

sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara
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individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat dipengaruhi.
Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh. Pengaruh yang masuk
terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan,
namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan pengrusakan terhadap
kekuatan.™®

Miriam budiardjo mengatakan bahwa yang diartikan dengan
kekuatan-kekuatan politik adalah yang bisa masuk dalam pengertian
individual maupun dalampengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang
brsifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah
aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam
kehidupan politik. Secara kelembagaan di sini kekuatan-kekuatan politik
bisa berupa lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang
melembaga dan bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan
plitik dalam sistem politik.

Pada dasarnya, banyak aspek potensial yang menjadi kekuatan
politik sebagaimana yang di katakan oleh Bachtiar Effendiy, yakni apakah
kekuatan ini bersifat formal atau nonformal. Kekuatan politikyang formal
mengambil bentuk kedalam partai-partai politik. Sementara yang diartikan
dengan kekuatan-kekuatan politik yang bersifat nonformal adalah

merupakan bagian dari bangunan civil society. Dalam hal ini dapat di
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maksudkan dunia usaha, kelompok profesional dan kelas menengah, tokoh
agama dan lain sebagainya.*®
. Relasi kuasa dalam politik

Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan, kekuasaan
mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh)
dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung
maupun tidak langsung mempengharuhi tindakan-tindakan pihak lain.
Dalam setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial
selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang.

Pada dasarnya hubungan kekuasaan politik adalah kemampuan
individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan
yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan
tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum,
mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupunmiliter.?”Hubungan
kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan
hubungan yang tidak setara (asymetric relationship), hal ini disebabkan
dalam kekuasaan terkandung unsur “pemimpin® (direction) atau apa yang
oleh Weber disebut “pengawas yang mengandung perintah® (imperative
control). Dalam hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan
menunjukkan hubungan antara apa yang oleh Leon Daguit disebut

“pemerintah” ( gouvernants ) dan “yang diperintah” ( gouvernes ).
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Max Weber mengatakan, kekuasaan ( power ) adalah kesempatan
seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan
kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap
tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan
tertentu. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan
bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan
diskriminasi politik bagi masyarakat. Hak milik kebendaan dan kedudukan
adalah sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber
kekuasaan, disamping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu
pengetahuan ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu.
Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun
didalam organisasi-organisasi sosial.'®

Terkait dengan kekuasaan dalam pemerintahan desa, Max Weber
membagi kekuasaan dalam tiga tipe, yaitu;

a. Kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi
masyarakat yang berbentuk kerajaan dimana status dan hak para pemimpin
juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan. Tipe jenis ini melembaga dan
diyakini memberi manfaat ketentraman pada warga.

b.  Kekuasaan kharismatik. Tipe yang keabsahannya berdasarkan
pengakuan terhadap kualitas istimewa dan kesetiaan kepada individu
tertentu serta komunita bentukkannya, tipe ini di miliki oleh seseorang

karena kharisma kepribadiannya. Kekuasaan tipe ini akan hilang atau
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berkurang apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal. Selain
itu, juga dapat hilang apabila pandangan atau paham masyarakat berubah.

c. Kekuasaan rasional-legal, yaitu kekuasaan yang berlandaskan sistem
yang berlaku. Bahwa semua peraturan ditulis dengan jelas dan
diundangkan dengan tegas serta batas wewenang para pejabat atau
penguasa ditentukan oleh aturan main. Kepatuhan serta kesetian tidak
ditujukan kepada pribadi pemimpin, melainkan kepada lembaga yang
bersifat impersonal. Dalam masyarakat demokratis kedudukan wewenang
berupa sistem birokrasi, dan ditetapkan untuk jangka waktu terbatas
(periode). Hal ini untuk mencegah peluang yang berkuasa
menyalahgunakan kekuasaannya sekaligus menjamin  kepntingan
masyarakat atas kewenangan legal tersebut.

Ketiga tipe kekuasaan tersebut menurut Weber salah satunya
terdapat di setiap masyarakat. Pemerintahan Desa dalam konteks ini
memiliki kekuasaan paling dekat pada poin ketiga yaitu tipe rasional legal,
tetapi dalam aplikasinya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep
ideal Weber.

Foucault mengemukakan teorinya mengenai wacana sebagai
pengetahuan yang terstruktur: aturan, praktik yang menghasilkan
pernyataan bermakna pada satu rentang historis tertentu. la berpendapat
bahwa konsep kekuasaan telah berubah dibandingkan dengan abad ke-19.
Ciri kekuasaan pada saat itu, ada yang cenderung brutal, dioperasikan

secara terus-menerus, menekankan ketaatan pada tata cara dan penuh



dengan simbolisme, dan yang terakhir berada di ruang publik. Kekuasaan,
menurut Foucault, bukan milik siapa pun, kekuasaan ada di mana-mana
kekuasaanmerupakan strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi
dalam suatu ruang lingkup tertentu ada banyak posisi yang secara strategis
berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran.
Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam.
Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi
kekuasaan yang menandai subjek. Karena Foucault mengutkan kekuasaan
dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan
pengetahuan yang menyediakan kekuasaan, ia mengatakan bahwa
kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan  represi,
melainkan juga normalisasi dan regulasi.'®
D. KonsepDesa

Desa, menurut definisi universal, adalah sebuah tempat/kawasan
permukiman diarea perdesaan (rural).Indonesia, istilah desa adalah
pembagian wilayah administratifindonesia dibawah kecamatan, yang
dipimpin oleh Kepala Desa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni
oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.*

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan
fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Desa juga merupakan wadah

partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Desa

Muji Sutrisno, dan Hendar Putranto, Teori-teori Kebudayaan. (Yogyakarta:
Kanisius ed. 2005), hal. 154
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seharusnya merupakan media interaksi politik yang simpel dan dengan
demikian sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi
dalam suatu masyarakat negara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di
daerah kabupaten.Desa secara etimologi berasal daribahasa Sansekerta,
desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Istilah desa
hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra,
Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian
serupa desa sangat beranekaragam,sesuai dengan asal mula terbentuknya
area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan
genealogis, atau ikatan teritorial, dan bahkan berdasarkan tujuan
fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa
penambang emas) dan sebagainya.?

Desa sebagai sebuah identitas budaya, ekonomi dan politik yang
telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya,
diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli,
sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari
rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah
penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni

oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem

?'Heru Cahyono, Dinamika Demokratisasi Desa di Beberapa Daerah di Indonesia Pasca
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politik dan ekonomi yang otonom/ berdiri sendiri (kelompok sosial yangg
memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri).

Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah
kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan
undang-undang, dengan memandang dan  mengingati  dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul
yang bersifat istimewa. Negara kesatuan RI menghormati kedudukan
daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dengan segala peraturan
negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal usul
daerah tersebut.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbedadengan otonomi yang
dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah Kkota.
Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat
istiadatnyabukanberdasarkan penyerahanwewenang dari Pemerintah.
Desaadalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan
pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip-prinsip praktek politik demokratis dapat dimulai dari
kehidupan politik di desa. Unsur-unsur esensial demokrasi dapat

diterjemahkan dalam pranata kehidupan politik di level pemerintahan



formal paling kecil tersebut. Menurut Robert Dahl, terdapat tiga prinsip
utama pelaksanaan demokrasi, Yyakni; Kompetisi, Partisipasi, dan
Kebebasan politik dan sipil.??
E. Konsep pilkades
Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah
suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat.
Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala
Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72

Tahun 2005 Tentang Desa:*®

1) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan
sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang
memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan
melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

3) Kepala desa menjabat maksimal dua kali.

4) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk
Panitia.

5) Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga

kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.Panitia pemilihan melakukan

?2Sorensen, Georg, Demokrasi dan demokratisasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja
sama dengan CCSS, 2003), 19.
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6)

7)

8)

9)

pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang
ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal
Calon Kepala Den sesuai persyaratan;Bakal Calon Kepala Desa yang
telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
oleh Panitia Pemilihan.

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada
masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat setempat.

Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang
dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara
terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hash
pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih
sebagaimana dirnaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD
berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia
Pemilihan.

Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada
Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa

Terpilih.

10) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima



belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil
pemilihan dari BPD.

11) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15
(lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan
Bupati/Walikota.

12) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak
tanggal

pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan

berikutnya.

Pemilihan kepala desa ini merupakan keniscayaan bagi pemerintah
kabupaten yang sudah diamanatkan dalam peraturan Daerah tingkat
kabupaten yang diselenggarakan tiap 6 tahun sekali. Metode pemilihan
kepala desa prosesnya sangat mirip dengan pemilukada, namun
perbedaannya adalah di penyelenggara, dimana pemilihan kepala desa
diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh BPD (Badan
Permusyawaratan Desa) dari masing-masing desa yang merupakan
turunan dari SK (Surat Keputusan) penetapan Panitia pemilihan kepala
desa oleh Bupati. Oleh karena itu metodologi yang digunakan sangat
tergantung dari kebijakan Bupati yang tertuang dalam Peraturan Daerah.
Dan seperti layaknya pemilhan langsung oleh masyarakat, sampai saat ini
masih banyak masalah yang terjadi di lapangan mulai dari banyaknya surat
suara rusak, waktu penghitungan yang lama, serta kesalahan panitia yang

menghitung serta kecurangan lainnya.



Pemilihan kepala desa (Pilkades) konon dianggap sebagai arena
demokrasi yang paling nyata di desa, karena dalam Pilkades terjadi
kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung
dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara).

Istilah desa dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat kita
jumpai dalam Pasal 18 dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut :
“ Pembagian daerahIndonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang — undang dengan
memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan Negara, dan hak asal — usul dalam daerah yang bersifat
istimewa”.Sedangkan setelah amandemen, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945
berbunyi : “Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah —
daerah propinsi, dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang di atur dengan undang — undang”.

Berdasarkan Pasal 18 diatas, maka kemudian dibentuklah Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam
Pasal 200 ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi : ”
Dalam Pemerintahan daerah kabupaten / kota dibentuk pemerintahan desa
yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.”?*
Desa atau Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa

yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang

#Peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : ”
Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih
langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Repablik Indonesia
yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda
yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005
tentang Desa, di Bagian Keempat diatur tentang Pemilihan Kepala Desa,
yaitu mulai dari Pasal 43 s/d Pasal 54. Dalam Pasal 46 PP No. 72 tahun
2005 tersebut diatur sebagai berikut :

a) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon
yang memenuhi syarat.

b) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.

c) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan
dan tahap pemilihan.

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi
sebagai berikut : ” Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang
pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17

(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Adapun untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala



Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang
bersangkutan.”

Dari beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
diatas, tidak ada satu ketentuanpun yang secara tegas memasukkan
pemilihan kepala desa sebagai bagian dari pemilihan umum. Akan tetapi
apabila melihat isi/materi dari beberapa ketentuan tersebut, misalnya : tata
cara pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung, asas-asas
pemilihan kepala desa, pentahapan pencalonan dan pemilihan, persyaratan
pemilih dan lainnya, sama persis dengan pengaturan pemilu. Dengan
demikian secara substansial pemilihan kepala desa sebenarnya juga

termasuk kedalam lingkup pemilihan umum.

»pasal 53 PP Nomor 72 tahun 2005 tentangDesa.



